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I. KETENTUAN PENDAFTARAN 

a. Pengumuman seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Wajo dilakukan mulai tanggal 19 Maret s.d. 2 April 2020 melalui website BKPSDM Kabupaten Wajo 
(https://bkpsdmwajo.id); 

b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIPOSTER dengan alamat https://siposter.bkpsdmwajo.id 
mulai tanggal 19 Maret 2020; 

c. Khusus Pelamar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, sebelum melakukan pendaftaran secara online wajib 
melengkapi dokumen-dokumen kepegawaian yang telah dipindai (scan) pada aplikasi SIDASRI dengan alamat 
https://sidasri.bkpsdmwajo.id; 

d. Pada saat melakukan pendaftaran online, pelamar wajib upload hasil pindai (scan) berkas dalam bentuk PDF 
berukuran maksimum 2 MB sebagai berikut : 
1) Surat Lamaran (format terlampir) yang ditujukan Kepada Bupati Wajo melalui Panitia Seleksi Terbuka JPT 

Pratama dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup beserta bukti fisiknya (format terlampir); 
2) Surat Keterangan Bebas Temuan TPTGR dari Inspektorat; 
3) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak dalam 

status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum dari 
Inspektorat (format terlampir); 

4) Pakta Integritas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (format terlampir); 
5) Surat Izin mengikuti seleksi dari Atasan Langsung (format terlampir). 

e. Pelamar dapat memilih lebih dari 1 (satu) jabatan dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) jabatan yang diminati pada 
saat melakukan pendaftaran secara online; 

f. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online akan mendapatkan bukti registrasi dan kartu test; 
g. Formulir surat lamaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh oleh peserta pada saat 

melakukan registrasi online melalui aplikasi SIPOSTER dengan alamat https://siposter.bkpsdmwajo.id; 
h. Pelamar wajib memiliki email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses 

seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email orang lain dalam proses pendaftaran; 
i. Pendaftaran dan upload berkas selambat-lambatnya tanggal 2 April 2020 Pukul 17.00 WIB. 

 

II. JADWAL KEGIATAN 
 

NO. NAMA KEGIATAN WAKTU 

1. 
Pengumuman, Pendaftaran Online, 
Penerimaan berkas 

19 Maret s.d. 2 April 
2020 

2. Seleksi Administrasi 19 Maret s.d. 2 April 
2020 

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 3 April 2020 

4. 
Penyampaian Bukti Hasil Pemeriksaan 
Kesehatan*) 

3 s.d.7 April 2020 

 
 

5. 

Seleksi Kompetensi  

a. Tes Kompetensi Manajerial (Assessment 
Center) 

8 s.d. 10 April 2020 

b. Tes Kompetensi Teknis, Sosial Kultural 
dan Pemerintahan (Pemaparan 
Makalah/Wawancara) 

 

11 s.d. 12 April 2020 

6. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 14 April 2020 

 

7. 
Penyampaian 3 (tiga) Calon hasil seleksi 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
(Bupati Wajo) 

 

15 April 2020 

8. 
Penyampaian hasil seleksi kepada Komisi 
ASN 

16 s.d. 17 April 2020 

 

*) Bukti Hasil Pemeriksaan Kesehatan meliputi : 
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Pemerintah. 
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Pemerintah. 
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani) dari Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Pemerintah 

pada Rumah Sakit Pemerintah. 
 

https://bkpsdmwajo.id/
https://siposter.bkpsdmwajo.id/
https://siposter.bkpsdmwajo.id/
https://sidasri.bkpsdmwajo.id/
https://siposter.bkpsdmwajo.id/
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III. KETENTUAN LAIN-LAIN 

a. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN; 
b. Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari kegiatan 

seleksi; 
c. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui aplikasi SIPOSTER dengan alamat 

https://siposter.bkpsdmwajo.id dan Papan Pengumuman pada Sekretariat Panitia Seleksi; 
d. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar; 
e. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wajo bersifat mutlak 

dan tidak dapat diganggu gugat. 
f. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Wajo, CP : Reza Eka Pratama Nasrun, S.H. : 081345755790 dan Muhammad Hasyim, S.E., S.Pd., M.A.P. : 
0811449747, Email : bkpsdmwajo@gmail.com 

 

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 18 Maret 2020 

KETUA PANITIA SELEKSI, 
 

 

Prof. Dr. H. JUANDA NAWAWI,M.Si 

Tembusan: 
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta; 
3. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar; 
4. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang. 
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STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

 

  Nama Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kelompok        

Jabatan  : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Urusan Pemerintah  : Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  

Kode Jabatan : 

JABATAN PIMPINAN TINGGI 
PRATAMA 

I IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar Jabatan Membantu Sekda dalam membina, mengoordinasikan, melaksanakan 
dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan HAM, 
serta bidang organisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, agar pelaksanaan tugas dan pemerintahan berjalan lancar 
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program serta visi dan 
misi 
Pemerintah Kabupaten Wajo. 

II STANDAR KOMPETENSI 

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Perilaku 

A. Manajerial 

1. Integritas 4 Mampu menciptakan 
situasi kerja yang 
mendorong kepatuhan 
pada nilai, norma,  dan
 etika 
organisasi 

4.1 Menciptakan situasi kerja 

yang mendorong seluruh 
pemangku kepentingan 

mematuhi nilai,norma, dan 
etika organisasi dalam 

segala situasi dan kondisi; 

4.2. Mendukung dan menerapkan 
prinsip moral dan standar 
etika yang tinggi, serta 
berani menanggung 
konsekuensinya; 

4.3. Berani melakukan koreksi 
atau mengambil tindakan 
atas penyimpangan kode 
etik/nilai-nilai yang 
dilakukan oleh orang lain, 
pada tataran lingkup 
kerja setingkat instansi 
meskipun ada 
resiko. 
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2. Kerjasama 4 Membangun komitmen 
tim, sinergi 

4.1. Membangun sinergi 
antar unit kerja di 

lingkup instansi yang 
dipimpin; 

4.2. Memfasilitasi kepentingan 
yang berbeda dari unit kerja 
lain sehingga tercipta 
sinergi dalam 

rangka pencapaian target 
kerja organisasi; 

   4.3. Mengembangkan sistem 
yang menghargai kerja 
sama antar unit, 
memberikan dukungan/ 
semangat untuk 
memastikan tercapainya 
sinergi dalam rangka 
pencapaian target kerja 
organisasi. 

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 
pemikiran multidimensi
  secara lisan
 dan tertulis 
untuk  mendorong 
kesepakatan dengan 
tujuan meningkatkan 
kinerja    secara 
keseluruhan 

4.1. Mengintegrasikan 
informasi-informasi 
penting hasil diskusi 
dengan pihak lain untuk 
mendapatkan pemahaman 
yang sama; 

4.2. Menuangkan 

pemikiran/konsep yang 
multidimensi dalam 
bentuk tulisan formal; 

   4.3. Menyampaikan informasi 
secara persuasif untuk 
mendorong pemangku 
kepentingan sepakat pada 
langkah-langkah bersama 
dengan tujuan 
meningkatkan kinerja 
secara keseluruhan. 

4. Orientasi Pada Hasil 4 Mendorong unit kerja 
mencapai target yang 
ditetapkan atau 
melebihi hasil kerja 
sebelumnya 

4.1. Mendorong unit kerja 
di tingkat instansi untuk 
mencapai kinerja yang 
melebihi target yang 
ditetapkan; 

   4.2. Memantau dan 
mengevaluasi hasil kerja 
unitnya agar selaras 
dengan sasaran strategis 
instansi; 

   4.3. Mendorong pemanfaatan 
sumber daya bersama 
antar unit kerja dalam 
rangka meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi 

pencapaian target 
organisasi. 
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5. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, 
mengevaluasi, 
memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
dari isu- 
isu jangka panjang, 
kesempatan, atau 
kekuatan   politik 
dalam hal pelayanan 
kebutuhan pemangku 
kepentingan yang 
transparan,  objektif, 
dan profesional 

4.1. Memahami dan memberi 
perhatian kepada isu-isu 

jangka panjang, 
kesempatan atau kekuatan 
politik yang mempengaruhi 
organisasi dalam 
hubungannya dengan dunia 
luar, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak 
terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan 
publik secara objektif, 
transparan, dan 

profesional dalam lingkup 
organisasi; 

   4.2. Menjaga agar kebijakan 

pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh 
instansinya telah selaras 
dengan standar pelayanan 
yang objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, serta tidak 
terpengaruh kepentingan 
pribadi/ kelompok/partai 
politik; 

4.3 Menerapkan strategi jangka 
panjang yang berfokus pada 
pemenuhan kebutuhan 
pemangku kepentingan 
dalam menyusun kebijakan 
dengan mengikuti standar 
objektif, netral, tidak 
memihak, tidak 
diskriminatif, transparan, 
tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi/ 
kelompok. 

6. Pengembangan diri dan 
orang lain 

4 Menyusun program 
pengembangan jangka 
panjang dalam rangka 
mendorong manajemen 
pembelajaran 

4.1. Menyusun program 

pengembangan jangka 
panjang bersama-sama 
dengan bawahan, termasuk 
didalamnya penetapan 
tujuan, bimbingan, 
penugasan dan pengalaman 
lainnya, serta 
mengalokasikan waktu 
untuk mengikuti 
pelatihan/pendidikan/ 
pengembangan 
kompetensi dan karir; 
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4.2. Melaksanakan manajemen 
pembelajaran termasuk 
evaluasi dan umpan balik 

pada tataran organisasi; 

   4.3. Mengembangkan orang- 
orang disekitarnya secara 
konsisten, melakukan 

kaderisasi untuk posisi- 

posisi di unit kerjanya. 

7. Mengelola Perubahan 4 Memimpin perubahan 
pada unit kerja 

4.1. Mengarahkan unit kerja 

untuk lebih siap dalam 
menghadapi perubahan 
termasuk memitigasi 
risiko yang mungkin 
terjadi; 

4.2. Memastikan perubahan 
sudah diterapkan secara 
aktif di lingkup unit 
kerjanya secara berkala; 

   4.3. Memimpin dan 
memastikan penerapan 

program-program 
perubahan selaras 

antar unit kerja. 

8. Pengambilan 
Keputusan 

4 Menyelesaikan masalah
   yang 
mengandung  risiko 
tinggi, mengantisipasi 
dampak keputusan, 
membuat tindakan 
pengamanan; mitigasi 
risiko 

4.1. Menyusun dan/atau 
memutuskan konsep 

penyelesaian masalah 
yang melibatkan beberapa/ 
seluruh fungsi dalam 
organisasi; 

4.2. Menghasilkan solusi dari 
berbagai masalah yang 
kompleks, terkait dengan 
bidang kerjanya yang 
berdampak pada pihak 
lain; 

4.3. Membuat keputusan dan 
mengantisipasi dampak 
keputusannya serta 
menyiapkan tindakan 

penanganannya (mitigasi 

risiko). 

B Sosial Kultural 
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9. Perekat Bangsa 4 Mendayagunakan 
perbedaan secara 
Konstruktif  dan 
kreatif untuk 
meningkatkan 
efektifitas organisasi 

4.1. Menginisiasi dan 
merepresentasikan 
pemerintah di lingkungan 
kerja dan masyarakat untuk 
senantiasa menjaga 
persatuan dan kesatuan 
dalam keberagaman dan 
menerima segala bentuk 
perbedaan dalam kehidupan 
bermasyarakat; 

   4.2. Mampu 
mendayagunakan 
perbedaan latar 
belakang, agama/ 
kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi politik untuk 
mencapai kelancaran 
pencapaian tujuan 
organisasi; 

4.3. Mampu membuat program 
yang mengakomodasi 
perbedaan latar belakang, 
agama/ kepercayaan, suku, 
jender, sosial ekonomi, 
preferensi 
politik. 

C. Teknis 

10. Penyusunan 
kebijakan teknis 

4 Mengembangkan 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan  masalah 
dalam penyusunan 
kebijakan  teknis  di 
bidang    tata 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi. 

4.1. Mengidentifikasi, 

menganalisis penyusunan 
kebijakan teknis di bidang 
tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya; 

4.2. Mengembangkan teori, 
konsep dan penyusunan 
kebijakan teknis di bidang 
tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi, 
meyakinkan stakeholder 
dan stakeholder terkait 
untuk menerima konsep, 
teori dan kebijakan yang 
dikembangkan; 
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   4.3. Menjadi sumber rujukan 
utama dalam implementasi 
kebijakan dan pemecahan 
masalah dalam penyusunan 
kebijakan teknis di bidang 
tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 

hukum dan HAM serta 
bidang organisasi. 

11. Pemberian 
dukungan atas 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
daerah 

4 Mampu mengembangkan 
strategi dalam 
menjalankan 
pemerintahan sebagai 
pembatu bupati dalam 
kebijakan otonomi 
daerah di bidang tata 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi yang 
tepat sesuai kondisi 

4.1. Mengevaluasi strategi tata 

pemerintahan yang ada saat 
ini, menganalisis 
kekuatan dan kekurangan 
berbagai metode yang 
dijalankan dengan kelompok 
sasaran yang berbeda; 

   4.2. Mengembangkan strategi 
advokasi kebijakan otonomi 
daerah, meliputi hubungan 
Daerah dengan Pusat, 
hubungan Daerah dengan 
DPRD, hubungan Daerah 
dengan stakeholder dan 
stake holder; 

4.3. Meningkatkan kapasitas 
pemangku kepentingan untuk 
mengembangkan strategi di 
bidang tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, hukum 
dan HAM serta bidang 
organisasi yang dapat 
dijalankan oleh mereka 
sendiri dalam menerapkan 
kebijakan otonomi daerah; 
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12. Pembinaan dan 
pelaksanaan 
tugas 

4 Mampu mengevaluasi 
dan  melakukan 
pembinaan pelaksanaan
    tugas 
berdasarkan ketentuan
  Peraturan 
Perundang-undangan di
 bidang   tata 
pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi terdadap 
pelaksanaan tugas 
aparatur, menemu kenali 
kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan pengeloaan 
manajemen SDM yang lebih 
efektif/efisien; 

4.2. Mampu 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas di bidang 
tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 

hukum dan HAM serta 

bidang organisasi; 

   4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan 
dari stakeholder 
pelaksanaan tugas di 
bidang tata pemerintahan, 
kesejahteraan rakyat, 
hukum dan HAM serta 
bidang organisasi dan 
memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada 
instansi lain atau 

stakeholder terkait 
manajemen SDM. 



109 

14. Pelaksanaan tugas lain 4 Mampu 
mengevaluasi, 
mengkoordinasikan 
dan melaksanakan 
tugas lain yang 
diberikan pimpinan. 

4.1. Mampu melakukan 
evaluasi dari 

pelaksanaan tugas lain 
yang diberikan Pimpinan, 
menemukenali kelebihan 
dan kekurangan, 
melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja 
yang lebih efektif/efisien; 

4.2. Mampu 
mengkoordinasikan 
tugas lain yang 
diberikan Pimpinan; 

4.3. Mampu meyakinkan dan 
memperoleh dukungan dari 
stakeholder pelaksanaan 
tugas lain yang diberikan 
Pimpinan dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau 
stakeholder baik lisan 
maupun tulisan sesuai 
kewenangan, tugas dan 
fungsinya. 

III PERSYARATAN JABATAN 

Jenis Persyaratan Uraian 
Tingkat Pentingnya Terhadap 
Jabatan 

Mutlak Penting Perlu 

A. Pendidikan 1 Jenjang S-1 

 2 Bidang Ilmu Ilmu Pemerintahan/ Manajemen/Kebijakan Publik/ Ilmu 

Hukum/Sosial Politik /Ilmu Administrasi 

B. Pelatihan 1 Manajerial Diklat Kepemimpinan 
Tingkat II 

 √  

 2 Teknis 1. Analisis  √  
 Kebijakan  

 Publik, 

2. Manajemen 
√ 

 Pemerintahan  

 Daerah,  

 3. Pengelolaan √ 

 Keuangan  

 Daerah,  

 dan/atau  

 4. Manajemen √ 
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Sumber: BKPSDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kepegawaian/SDM  

 3 Fungsional -  √  

C. Pengalaman kerja 
memiliki 
pengalaman 
Jabatan dalam 
bidang  tugas 
yang terkait 
dengan jabatan 
yang akan 
diduduki secara 
komulatif paling 
singkat selama 5 
(lima) tahun 

√   

 
sedang atau 
pernah menduduki 
jabatan administrasi 
atau JF jenjang ahli 
madya paling singkat 
2 (dua) 
tahun 

   

D. Pangkat Minimal IV/b, Pembina Tingkat I 

E. Indikator Kinerja Jabatan Penyusunan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah pembinaan dan 
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas lain 
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